
 

 

 

 
 

WALIKOTA PONTIANAK 
 

 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
PERATURAN  WALIKOTA  PONTIANAK 

NOMOR 88 TAHUN  2016 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 69 TAHUN 2012 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, 
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) PADA DINAS PERTANIAN, 
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PONTIANAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PONTIANAK, 
 

 

Menimbang : a. 
 

 
 
 

 
 
 

 
b. 

 
 
 

c. 
 
 

 
 

 
 
d. 

bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi 

Perangkat Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2013, disebutkan bahwa pada Dinas Daerah dapat 

dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk 
melaksanakan sebagian tugas teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai 

wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; 
bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 

Tahun 2012 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada Dinas 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak; 

bahwa berdasarkan pertimbangan efektifitas dan 
efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 
capaian kinerja kelembagaan, maka dipandang perlu 

untuk menghapus Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada susunan 

organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
Kota Pontianak; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud huruf a,huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan 

Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2012 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi 
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan 

Pendaratan Ikan (PPI) pada Dinas Pertanian, Perikanan 
dan Kehutanan Kota Pontianak; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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  2. 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-UndangNomor 8 Tahun 1965 Tentang                                                                                                          
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

  3. 

 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 
  4. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

5. 
 

 
 
 

 
6. 
 

 
 

7. 
 
 

 
8. 

 
 
 

 
 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  (Lembaran  
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 

Nomor 149); 
Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2012 tentang 

Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata 
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan 
Pendaratan Ikan (PPI) pada Dinas Pertanian, Perikanan 

dan Kehutanan Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 
2012 Nomor 69); 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 69 TAHUN 2012 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 
POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) 

PADA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 
KOTA PONTIANAK. 

 
     Pasal 1 

Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2012 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan 

Pendaratan Ikan (PPI) pada Dinas Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak 

Tahun 2012 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

 

Pasal 2 
 

Peraturan Walikota  ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.  
 

 
Ditetapkan di  Pontianak 
Pada tanggal   30 Desember  2016 

 
WALIKOTA PONTIANAK, 

 
 
 

SUTARMIDJI 
 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal 30 Desember 2016 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 
 
 

 
ZUMYATI 

 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2016 NOMOR 88  
 
 

 
 


